KESIMPULAN

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
SENIN, 8 JUNI 2009
1. Terhadap Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.951 Milyar lebih, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU segera membuat rincian program kegiatan dan alokasi anggarannya yang dituangkan dalam RKA-K/L, selanjutnya dibahas secara cermat dan mendalam dalam RDP dengan Tim Kerja Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Panitia Anggaran Komisi II DPR RI. 
2. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada KPU yang telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan terhadap 126 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, Komisi II DPR RI meminta KPU berkoordinasi secara sinergi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti dan mengklarifikasi dengan BPK.

3. Untuk menjamin sahnya surat suara pada PILPRES 2009, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU untuk lebih intensif melakukan sosialisasi secara tepat tentang pemberian tanda satu kali dan sahnya surat suara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

4. Dalam rangka menjaga independensi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja KPU dalam menyelenggarakan pentahapan PILPRES tanggal 8 Juli 2009, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU untuk mengevaluasi kinerja KPU dan jajarannya sampai pada tingkat KPPS dalam melaksanakan tugasnya, selanjutnya hasil evaluasi tersebut agar disampaikan secara tertulis kepada Komisi II DPR RI paling lambat akhir bulan Juni 2009.

Catatan.
1) Hasil penghitungan suara PILPRES ditingkat kabupaten/kota dilakukan secara serentak dan disampaikan kepada KPU.

2) KPU perlu melakukan langkah-langkah antisipasi terkait kemungkinan adanya manipulasi suara pada tingkat penghitungan
5. Pagu Anggaran Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.1.532.907.576.000 (satu triliyun lima ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sampai dengan tanggal 20 Mei 2009 baru direalisasikan sebesar Rp. 277.911.107.734,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta seratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau 18,13%, Komisi II DPR-RI meminta kepada Setneg untuk merealisasikan sisa anggaran sebesar Rp.1 Triliyun lebih atau 81,87% secara cermat, efisien, dan hati-hati sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Pagu DIPA Tahun Anggaran Tahun 2009 untuk Sekretariat Kabinet sebesar Rp.32.414.660.000,- (tiga puluh dua milyar empat ratus empat belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan 20 Mei 2009 baru terealisasi sebesar Rp.5.174.047.070 (lima milyar seratus tujuh puluh empat juta empat puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) atau 15,96 %, Komisi II DPR-RI meminta kepada Sekretariat Kabinet agar anggaran yang yang belum terealisasi sebesar Rp.27 Milyar lebih atau 84,04% dipergunakan dengan cermat, efisien, dan hati-hati sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

6. Terhadap Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2010 untuk SETNEG sebesar Rp.1.748.265.300.000,- (satu triliyun tujuh ratus empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) terdapat peningkatan sebesar 14,05% dan atau untuk Sekretariat Kabinet sebesar Rp.39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) atau meningkat 20,32%, Komisi II DPR-RI meminta kepada SETNEG dan SEKAB agar segera membuat rincian kegiatan dan alokasi anggaran yang dituangkan dalam RKAKL dan Komisi II DPR-RI menugaskan Panitia Anggaran dan Tim Kerja Komisi II DPR-RI untuk membahas RKAKL bersama dengan SETNEG dan SETKAB.

Komisi II DPR-RI memberikan apresiasi kepada Sekretariat Kabinet yang pada saat ini melakukan pembahasan mengenai besaran uang penghargaan pada akhir masa jabatan mantan ketua dan anggota KPU baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota Masa Bakti 2001-2007 dan Komisi II DPR-RI meminta agar dalam waktu dekat uang penghargaan tersebut telah direalisasikan.
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